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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Pengadilan Agama

Rantauprapat 2017.

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan pada Tingkat Pertama yang berada dalam wilayah

Kabupaten/Kota.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  adalah
merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga bermanfaat dan dapat
mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di

wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat.

Rantauprapat, 29 Desember 2017
Ketua Pengadilan Agama

_H. Bakti Ritonga, S.H, MH
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
keberadaannya semula diatur dalam Stb. 1882 Nomor 158, Stb. 1936
Nomor 116 dan 610, Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan selanjutnya Rakyat Indonesia
menghendaki agar eksistensi Peradilan Agama diatur dalam Undang-
Undang Dasar, sehingga pada pada era reformasi yang ditandai
dengan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Peradilan Agama telah
dimasukkan dalam salah satu dari empat lembaga peradilan di
Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi”.

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan
kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya oleh pemerintah
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bersama-sama dengan legislatif telah menerbitkan instrumen hukum
dalam bentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya oleh legislatif bersama dengan
eksekutif juga telah menyatakan undang-undang tersebut tidak
berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
dinyatakan bahwa "Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah
kekuasaan ~ Mahkamah  Agung”. Selanjutnya oleh  Presiden
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang pada
pokoknya menjadikan lembaga peradilan di Indonesia satu atap di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu dalam
pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan
bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial
badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-
masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai

dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Selanjutnya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga norma Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2004 tersebut selanjutnya dimuat dalam
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai peraturan
organik dari dua instrumen hukum pada dua periode Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman tersebut, khusus untuk Peradilan Agama,

lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
kemudian pada tahun 2009 diberlakukan pula Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai lembaga yudikatif
yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi
masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu
mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang
dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses

oleh publik.

Hal ini merupakan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara
meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara,
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan
asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa
asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada masyarakat
atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan, setiap instansi pemerintah
diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tidak
terkecuali Pengadilan Agama Rantauprapat salah satu lembaga

peradilan dibawah Mahkamah Agung.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan
laporan atas Kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat sekaligus
merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik atas
pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, sebagaimana
diinginkan oleh Negara melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Perpres Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi  Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugas pokok, fungsi dan
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan
penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku
kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja
instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inilah yang menjadi latar belakang
penyusunan dan pelaporan LKJIP ini, sekaligus juga menjadi instrument
untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama
Rantauprapat sehingga pengambilan kebijakan dapat menentukan

langkah-langkah yang lebih baik yang harus ditetapkan ke depan.
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B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Rantauprapat adalah salah satu
peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang
eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2)
bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu
Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara. Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai peradilan
tingkat pertama berada pada urutan ke empat di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Berdirinya Pengadilan Agama Rantauprapat adalah keinginan
dari masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul ditengah-tengah
masayarakat sejak dari masa penjajahan belanda dan jepang.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, maka Indonesia
menjadi bangsa yang berdaulat, tapi sejak tahun 1946 s/d 1953
Pengadilan Agama belum berdiri sendiri secara kelembagaan
namun masih ditangani Kepala Departemen Agama Labuhan Batu,
Kepala Departemen Agama yang pertama saat itu adalah M. Arifin
Isa. Pengadilan Agama Rantauprapat berdiri tanggal 1 Mei 1953

berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953.

Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu
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ditingkat pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu
dalam perkara-perkara: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;
e. wakaf; f. zakat; g. infag; h. sadagah; i. ekonomi syari'ah. Selain
tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Rantauprapat juga
bertugas memberikan pelayanan hukum Islam bagi instansi
pemerintah yang memerlukan  fatwa hukum di wilayahnya,
termasuk didalamnya pengisbatan terhadap rukyah hilal dalam
menetukan hari-hari besar Islam dan awal bulan Rhamadan dan

Syawal.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Pengadilan Agama

Rantauprapat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan
mengadili  perkara-perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide:
Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang -
Undang No. 3 Tahun 2006);

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris,
dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang -
Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun
2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide:

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Rantauparat tahun 2017 Page 6



Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala

oleh Hakim Pengawas Bidang;

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan
dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas
teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi
umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan
eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta
administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan
administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan
Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan

Bidang Umum);

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan
dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di
wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama;

f.  Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum,
riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RL  Nomor:
KMA/004/SK/I/1991.
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SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Pengadilan Agama Rantauprapat pada
tahun 2017 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang dan
Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8 orang. Pegawai Negeri Sipil
apabila ditinjau dari jabatannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera, Wakil Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian,
Jurusita, Jurusita Pengganti dan untuk lebih jelasnya terurai dalam

tabel dibawah ini :

NO NAMA JABATAN JUMLAH
1 Ketua 1 Orang
2 | Wakil Ketua 0 Orang
3 Hakim 3 Orang
4 Panitera 1 Orang
5 | Sekretaris 1 Orang
6 | Wakil Panitera 1 Orang
8 | Panitera Muda 3 Orang
9 Kepala Sub Bagian 3 Orang
10 | Panitera Pengganti 3 Orang
11 | Jurusita 0 Orang
12 | Jurusita Pengganti 2 Orang
13 | Tenaga Honorer 8 Orang
Jumlah 26 Orang

ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2017
sebesar Rp. 4.285.231.000,- ( empat milyar dua ratus delapan puluh
lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari DIPA
Nomor : 005.01.2.401812/2017 tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp..

4.164.361.000,- (empat milyar seratus enam puluh empat tiga ratus
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enam puluh satu ribu rupiah ) dan DIPA Nomor. 005.04.2.401813/2017

tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 120.870.000,-( seratus dua

puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah ) dengan masing-
masing program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Mahkamah Agung dengan Kegiatan Pembinaan Administrasi
dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri
dari Belanja Barang Non Operasional, Belanja Pegawai dan Belanja
Barang dengan jumlah pagu Rp. 3.676.861.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Mahkamah
Agung dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung dengan jumlah pagu RP.
451.500.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan
Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan jumlah

Pagu Rp. 120.870.000,-

E. PERMASALAHAN / ISU

Pengadilan Agama Rantauprapat dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
memerlukan layanan, khususnya para pencari keadilan mengalami

permasalahan dan kendala yang serius dibidang :

1. Sumber Daya Manusia
Salah satu masalah serius yang dihadapi Pengadilan Agama
Rantauprapat dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah

keterbatasan sumber daya manusia pada bagian kepaniteraan
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(meliputi Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti).
Disamping Hakim, Panitera Pengganti  dan Jurusita/Jurusita
Pengganti sangat berperan penting dalam penyelesaian perkara.
Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan tugas pemanggilan
dan penyampaian pemberitahuan kepada para pihak yang
berperkara belum dapat menggunakan teknologi informasi atau
sarana dan prasarana lainnya melainkan harus dengan
menyampaikan langsung surat panggilan dan pemberitahuan
kepada para pihak yang berperkara, dengan demikian pekerjaan
jurusita/jurusita pengganti sangat banyak menyita waktu dalam
melaksanakan tugas, apalagi ditambah dengan wilayah hukum yang
sangat luas dan sebagaian belum dilalui sarana transportasi.

Selain dari panitera pengganti dan jurusita pengganti sumber daya
manusia di bagian administrasi perkara masih kurang termasuk
operator computer dan petugas Meja I, I dan IIL.

Demikian juga di bagian kesekretariatan yang berfungsi
memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama
Rantauprapat masih mengalami kekurangan SDM, dimana seluruh
tugas-tugas di bagian kesekretariatan yang begitu banyak hanya
dikerjakan oleh Kepala Sub Bagian masing-masing, apalagi
dengan terbitnya Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI No. 7
Tahun 2015 adanya penggabungan jabatan seperti : Kepala Sub
Bagian Keuangan menjadi Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian menjadi Kepala Sub
Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Sub
Bagian Umum menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan.
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2. Pengganggaran
Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Rantauprapat belum
sesuai dengan yang diusulkan dalam usulan anggaran dalam
RKAKL khususnya anggaran pemeliharaan sarana fasilitas
perkantoran dan anggaran belanja modal. Hal ini juga salah satu
permasalahan yang serius dalam percepatan memberikan layanan
kepada masyarakat karena dalam memberikan layanan diperlukan
sarana fasilitas kantor yang siap pakai.

3. Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang ada belum memenuhi standar terutama
sarana dan prasarana gedung, karena gedung kantor Pengadilan
Agama Rantauprapat belum sesuai dengan protype yang
ditetapkan dalam BUKU I Mahkamah Agung dan ruangan kerja juga
kecil-kecil sehingga tidak dapat menampung jumlah pegawai
secara wajar, selain itu masih ada ruangan yang serharusnya ada
karena keterbatasan ruangan yang ada, harus ditiadakan seperti

gudang, ruang pantry, ruang pengacara.
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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Perencanaan Strategis yang disebut dengan Renstra merupakan
perencanaan yang disusun sekali dalam 5 tahun dan pencapaiannya
pada tahun berjalan dan empat tahun kedepan. Renstra berisi
program, rencana, kegiatan yang akan dicapai dalam kurun waktu
satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.
Rencana strategis ini dituangkan ke dalam program yang kemudian
diuraikan dalam rencana kerja (Renja) yang harus dilaksanakan dan
diaplikasikan ke dalam bentuk kegiatan untuk mencapai hasil yang
ditargetkan. Untuk mewujudkan maksud dan tujuan yang ada dalam
Rencana strategis harus didukung oleh dana dan sumber daya
manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasaran
yang memadai dan memperthatikan lingkungan baik internal maupun

eksternal.

B. REVIU RENCANA STRATEGIS

Selama dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang ditetapkan
dalam Rencana strategis terkadang ada perubahan yang mendasar
untuk dilaksanakan maka Rencana Strategis yang ditetapkan
sebelumnya perlu ditinjau ulang (Reviu) untuk menyelaraskan dan
penajaman Sasaran Kinerja dalam dokumen perencanaan dengan
maksud dan tujuan untuk memperbaharui Indikator Kinerja sesuai

dengan tuntutan dan perkembangan organisasi.
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Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat telah
melakukan reviu Rencana Starategis sebanyak satu kali yaitu pada
bulan Oktober 2017 dikarenakan adanya penetapan Indikator Kinerja
Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding oleh
Mahkamah Agung. Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Agama Rantauprapat Tahun 2015-2019 adalah Reviu I (pertama) sejak
ditetapkan pada tahun 2015.

C. VISI MISI

Untuk menetapkan arah serta sasaran yang jelas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Rantauprapat serta
sebagai tolak ukur penjelasan kinerja telah ditetapkan Rencana
Strategis Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2015 - 2019 yang
didasarkan pada Renstra Mahkamah Agung RI 2015-2019 beserta
reviunya, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN)

2010-2014 dan blue print Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Penyusunan Rencana Stategis Pengadilan Agama Rantauprapat
merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Rantauprapat
merupakan bagian dari perencanaan Mahkamah Agung sebagai
lembaga peradilan yang melakukan supervise terhadap Pengadilan
Agama Rantauprapat, sehingga Renstra yang merupakan gambaran
perencanaan jangka menengah harus diarahkan untuk mewujudkan
visi Mahkamah Agung dalam mewujudkan PERADILAN YANG AGUNG
pada tahun 2035.
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Berdasarkan visi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama

Rantauprapat merumuskan visi yang berbunyi sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat yang Agung”

Terwujudnya visi ini merupakan tantangan dan sekaligus peluang
yang harus disikapi oleh lembaga peradilan, baik di Mahkamah Agung
maupun di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang
agung pada tahun 2035, maka, oleh Mahkamah Agung menetapkan

tiga misi sebagai berikut:

1.  Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan Akses masyarakat terhadap keadilan;
Untuk terwujudnya visi Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai
Peradilan Agama  yang Agung, maka ditetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan

Agama Rantauprapat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan;

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari
keadilan;

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;

Berdasarkan misi tersebut, ditetapkan 4 tujuan yang akan

dicapai oleh organisasi sampai akhir tahun 2019, yaitu:
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1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan tujuan yang tersebut maka Pengadilan Agama
Rantauprapat menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan
dicapai tahun pertahun selama periode Rencana Strategis yaitu 2015 -

2019. Tujuh Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut :

1.  Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan.

4.  Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan
menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan
akuntabel.

6. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan
secara optimal baik internal maupun eksternal.

7. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan
berdasarkan parameter obyektif.

8. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif dan efisien.
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D. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja
sebagai tolak ukur pencapaikan kinerja yang akan diwujudkan selama

tahun priode yaitu 2015-2019. Tujuan, Sasaran Strategis serta

Indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis Indikator
1. Terwujudnya proses 1. Persentase sisa perkara
peradilan  yang  pasti, yang diselesaikan

transparan dan akuntable 2. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu
3. Persentase penurunan
sisa perkara

4. Persentase perkara yang
tidak Mengajukan Upaya
Hukum :

- Banding
- Kasasi
- PK

5. Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan

Sasaran Strategis Indikator
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2. Peningkatan Efektivitas 1. Persentase Isi Putusan
Pengelolaan yang diterima oleh para
Penyelesaian Perkara pihak tepat waktu

2. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui
mediasi

3. Persentase berkas

perkara yang
dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

4. Persentase putusan

yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari

setelah diputus

Sasaran Strategis Indikator
3.  Meningkatnya Akses 1. Persentase Perkara
Peradilan bagi Prodeo yang
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan 2. Persentase Perkara

yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan

3. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

4. Persentase Perkara
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Permohonan (Volunter)
Identitas Hukum

Sasaran Strategis

Indikator

Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti

(Eksekusi)
Terwujudnya sistem Persentase
manajemen  informasi pengelolaan informasi
yang terintegrasi dan perkara secara
menunjang system elektronik
peradilan yang

sederhana, transparan
dan akuntabel

Terwujudnya
pelaksanaan
pengawasan kinerja
aparat peradilan secara
optimal baik internal
maupun eksternal

Persentase pengaduan yang
Ditindaklanjuti

Persentase temuan Hakim
pengawas yang
ditindaklanjuti

Terwujudnya transparansi
pengelolaan SDM lembaga
peradilan berdasarkan
parameter obyektif

Persentase jabatan yang
sudah memenubhi

standar kompetensi

sesuai dengan

parameter obyektif
Persentase Hakim yang telah
memiliki sertifikasi spesialisasi
keahlian

Persentase pegawai yang
telah mendapatkan
pengembangan kompetensi
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8. Meningkatnya pengelolaan 1 Persentase pengimputan

manajerial lembaga peradilan data pegawai ke dalam
secara akuntabel, efektif dan aplikasi SIKEP
efisien 2 Persentase hasil

pengimputan data perkara
ke dalam aplikasi SIPP

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan
yang menggambarkan kinerja utama instansi Pemerintah sesuai

dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

Pengadilan Agama Rantauprapat telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) berdasarkan renstra tahun 2015-2019.
Berdasarkan  surat Sekretaris Mahkamah agung Nomor
/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang reviu
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama. Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung
tersebut, maka Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Rantauprapat direviu dengan surat keputusan Ketua Pengadilan
Agama Rantauprapat Nomor W2.A4/ /OT.01.3/X/2017 tanggal 31
Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Agama Rantauprapat. Uraian Reviu Indikator Kinerja Utama terdapat

pada table dibawah ini :
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Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan :
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

NO KINERJA INDIKATOR PENJELASAN PENANG SUMBER
UTAMA KINERJA GUNG DATA
JAWAB
1 Terwujudnya . Persentase  sisa Panitera Laporan
proses  Peradilan perkara yang Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan % 100% Bulanan
yang pasti, diselesaikan Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan dan
Transparan dan Laporan
Akuntabel Catatan : Tahunan
Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
. Persentase Panitera Laporan
perkara yang | Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan % 100% Bulanan
diselesaikan tepat Jumlah Perkara yang ada dan
waktu Laporan
Catatan : Tahunan
- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk).
- Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun
berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun
berjalan
. Persentase Panitera Laporan
penurunan  sisa Tn.1-Tn % 100% Bulanan
perkara Tn.l dan
Laporan
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tahunan
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. Persentase Panitera Laporan
perkara yang | Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum x 100% Bulanan
tidak Mengajukan Jumlah Putusan Perkara dan
Upaya Hukum : Laporan
- Banding Catatan : Tahunan
- Kasasi - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK
- PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,

maka semakin puas atas putusan pengadilan
Index responden Panitera Laporan
pencari keadilan Index Kepuasan Pencari Keadilan Bulanan
yang puas dan
terhadap layanan | Catatan : Laporan
peradilan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 Tahunan
tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2 Peningkatan Persentase Isi Panitera Laporan
Efektivitas Putusan yang Jumlah Isi Putusan yang terima tepat waktu x 100% Bulanan
Pengelolaan diterima oleh Jumlah Putusan dan
Penyelesaian para pihak tepat Laporan
Perkara waktu Tahunan

. Persentase Panitera Laporan
Perkara yang Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100% Bulanan
Diselesaikan Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi dan
melalui mediasi Laporan

Catatan : Tahunan
Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Persentase berkas Panitera Laporan
perkara yang Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Bulanan
dimohonkan Kasasi dan PK secara lengka X 100% dan
Banding, Kasasi Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Laporan
dan PK yang Tahunan
diajukan  secara
lengkap dan tepat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Rantauparat tahun 2017 Page 21




waktu
d. Persentase Panitera Laporan
putusan yang Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Bulanan
menarik perhatian yang diapload dalam website X 100% dan
masyarakat Jumlah putusan perkara Laporan
(ekonomi Tahunan
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus
3 Meningkatnya a. Persentase Dirjen Badilag | Laporan
Akses Peradilan Perkara  Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan % 100% dan Panitera Bulanan
bagi Masyarakat yang diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo dan
Miskin dan Laporan
Terpinggirkan Catatan : Tahunan
Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
b. Persentase Dirjen Badilag | Laporan
Perkara yang | Jumlah Perkara yang dislesaikan di luar Gedung Pengadilan x 1009 dan Panitera Bulanan
diselesaikan  di Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan dan
luar Gedung di luar Gedung Pengadilan Laporan
Pengadilan Tahunan
Catatan :
- Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di
luar kantor pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun
gedung-gedung lainnya)
c. Persentase Ketua Laporan
Perkara Jumlah Perkara Volunter Identitas Hukum yang diselesaikar x 10096 Pengadilan Bulanan
Permohonan Jumlah Perkara Volunter Identitas Hukum yang diajukan dan
(Volunter) Laporan
Identitas Hukum | Catatan : Tahunan
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- Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah
syariah dalam rangka penertiban akta perkawinan, buku nikah
dan akta kelahiran.

- SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan
pemeriksaan perkara Volunteer istbat nikah dalam pelayanan
terpadu

- Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak
jelas

- Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan,
Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

d. Persentase Panitera Laporan
Pencari Keadilan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Bulanan
Golongan Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% dan
Tertentu yang Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Laporan
Mendapat Tahunan
Layanan Bantuan | Catatan :

Hukum - Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
(Posbakum) Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
(marjinal)

4 Meningkatnya Persentase  Putusan Panitera Laporan
Kepatuhan Perkara Perdata yang Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti X 100% Bulanan
Terhadap Putusan | ditindaklanjuti Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan
Pengadilan (Eksekusi) Catatan : Laporan

Tahunan

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
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F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi
Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah
ditetapkan, harus ditetapkan juga program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagai bentuk aplikasi pelaksanaan sasaran strategis

tersebut.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan
dengan penganggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran

Kementerian Lembaga (RKAKL).

Dalam menyesuaikan dengan anggaran Pengadilan Agama
Rantauprapat telah mengelompokkan program dan kegiatan dengan
anggaran, rincian program dan kegiatan yang akan dilaksankan adalah

sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung diprogramkan untuk mendukung
pelaksanaan sasaran trategis : Terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel,  Peningkatan  Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan Pengadilan, Terwujudnya sistem manajemen
informasi yang terintegrasi dan menunjang system peradilan yang
sederhana, transparan dan akuntabel, Terwujudnya pelaksanaan
pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal
maupun eksternal dan Terwujudnya transparansi pengelolaan

SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
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Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Penyelesaian sisa perkara

- Penyelesaian perkara

- Pengiriman berkas banding, Kasasi dan PK
- Pelaksanaan Survey Index kepuasaan Masyarakat
- Pengelolaan Teknologi Informasi

- Pelaksanaan Tidak lanjut putusan

- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

- Pengelolaan SDM

- Pengelolaan Sarana dan prasaran

- Pengelolaan Keuangan

- Pengelolaan perlengkapan

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis : Meningkatnya akses
peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan

Pokok yang dilaksanakan adalah :

Pelaksanaan layanan perkara prodeo

Pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan

Pelaksanaan layanan permohonan identitas hukum

Pelaksanaan layanan Posbakum

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya

pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,
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efektif dan efisien. Kegiatan pokok program ini adalah pemenuhan
standar pokok sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan

prima.

G. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah pernyataan perjanjian kinerja antara
bawahan dan atasan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara tertentu ditingkat pertama. Dalam
menjalankan tugas tersebut ketua sebagai pimpinan pengadilan
bertanggung jawab atas terselenggaranya jalannya administrasi

pengadilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.

Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata
kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan peradilan disebutkan bahwa yang
menjadi penangung jawab jalannya administrasi perkara adalah panitera
sedangkan penanggung jawab jalannya administrasi umum adalah
sekretaris. Sebagai penangung jawab tugas administrasi sesuai dengan
mandat ketua Panitera dan Sekretaris wajib membuat pernajian kinerja

sebagai atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama
Rantauprapat telah dibuat pada awal Januari 2017, namun berdasarkan
surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017
tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Sehubungan dengan
adanya reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk menyesuaikan dan
menyelerasakan antara IKU dan Perjanjian Kinerja, maka Perjanjian
kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat di revisi. Uraian Revisi Perjanjian

kinerja adalah sebagai berikut :
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah

ini:
Nama : Asran, S.Ag.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. Bakti Ritonga, S.H.MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

antauprapat, 2 Nopember 2017
I?ihak Kedua Pihak Pertama
2

akti Ritonga, S.H.MH Asran, S.Ag
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REVISI PERJANJIAN KINERJA 2017

PANITERA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya proses Peradilan
yang pasti, Transparan dan
Akuntabel

Persentase sisa perkara
yang diselesaikan

100

Persentase perkara
yang diselesaikan tepat
waktu

89

Persentase penurunan
sisa perkara

Persentase perkara
yang tidak Mengajukan
Upaya Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

97

Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan

82

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Isi Putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu

95

Persentase Perkara
yang Diselesaikan
melalui mediasi

Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK vyang
diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

100

Persentase putusan
yang menarik perhatian
masyarakat  (ekonomi
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syariah) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari
setelah diputus

Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara 100
bagi Masyarakat Miskin dan | Prodeo yang
Terpinggirkan diselesaikan
Persentase Perkara 100
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
Persentase Pencari 100
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
Persentase Perkara 95
Permohonan (Volunter)
Identitas Hukum
Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan 100
Terhadap Putusan Pengadilan Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti
(Eksekusi)
Terwujudnya sistem manajemen | Persentase pengelolaan 100
informasi yang terintegrasi dan | informasi perkara
menunjang system peradilan | secara elektronik
yang sederhana, transparan dan
akuntabel
Terwujudnya pelaksanaan | Persentase pengaduan 100
pengawasan  kinerja  aparat | yang
peradilan secara optimal baik | ditindaklanjuti
internal maupun eksternal.
Persentase temuan 100
Hakim pengawas yang
ditindaklanjuti
Persentase hasil 90
pengimputan data
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perkara ke dalam
aplikasi SIPP

Fii11ak Kedua

akti Ritonga, S.H.MH

KEGIATAN ANGGARAN

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Rp. 3.405.859.000,-

keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Peningkatan Manajemen Badan Peradilan Rp. 120.870.000,-

Agama
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah

ini:
Nama : Sahlan Hasibuan, SH.
Jabatan : Sekretaris Agama Rantauprapat.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. H. Bakti Ritonga, S.H.MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi.

Rantauprapat, 2 Nopember 2017
Rihak Kedua Pihak Pertama
2

\ g

[ —

Drs H-Bakti Ritonga, S.H.MH Z<5Han Hasibuan, SH.
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REVISI PERJANJIAN KINERJA 2017

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | TARGET
1 | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara 100
bagi Masyarakat Miskin dan | Prodeo yang
Terpinggirkan diselesaikan
Persentase Perkara 100
yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan
Persentase Pencari 100
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
Persentase Perkara 95
Permohonan (Volunter)
Identitas Hukum
2 | Terwujudnya sistem manajemen | Persentase pengelolaan 100
informasi yang terintegrasi dan | informasi perkara
menunjang system peradilan | secara elektronik
yang sederhana, transparan dan
akuntabel
3 | Terwujudnya pelaksanaan | Persentase pengaduan 100
pengawasan  kinerja  aparat | yang
peradilan secara optimal baik | ditindaklanjuti
internal maupun eksternal.
Persentase temuan 100
Hakim pengawas yang
ditindaklanjuti
4 | Terwujudnya Persentase jabatan 100
transparansi yang sudah
pengelolaan SDM memenuhi standar
lembaga peradilan kompetensi
berdasarkan sesuai dengan
parameter obyektif parameter obyektif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Rantauparat tahun 2017 Page 32




Persentase Hakim yang 75
telah

memiliki sertifikasi
spesialisasi
keahlian

Persentase pegawai 75
yang telah
mendapatkan
pengembangan
kompetensi

5 | Meningkatnya Persentase 100
pengelolaan terpenuhinya
manajerial lembaga kebutuhan standar
peradilan secara sarana dan

akuntabel, efektif prasarana yang

dan efisien mendukung
peningkatan pelayanan
prima

Persentase 100
pengimputan data
pegawai ke dalam
aplikasi SIKEP

Rantauprapat, 2 Nopember 2017
Pihak Kedua thal

ti Ritonga, S.H.MH n Hasibuan, SH.

KEGIATAN ANGGARAN

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan Rp. 3.405.859.000,-
keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan sarana dan prasaran di lingkungan Rp. 451.500.000,-
Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Badan Peradilan Rp. 120.870.000,-
Agama
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi adalah untuk mengukur pencapain
kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat dalam kurun waktu satu
tahun yaitu dengan metode pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja. Pengukuran Kinerja tahun 2016
merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menitik beratkan
pada penjelasan tujuan sasaran strategis, dalam mengukur pencapian
kinerja dilakukan dengan tolak ukur sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun ini

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan rencana kerja
dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan

4. Analisis penyebab peningkatan dan penurunan serta solusi
alternatif yang telah dilakukan

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya manuasia

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang atau kegagalan
pencapaian penyataan kinerja.

1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun ini

Perbandingan antara target dengan realiasi adalah
membandingkan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

dalam dokumen perencanaan dan realisasi pada tahun 2016.
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Perbandingan tersebut diuraikan dalam bentuk tabel, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut ini

Tujuan 1: Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis 1 \
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%
1. Persentase sisa perkara yang 100 100 100
diselesaikan
2. Persentase perkara yang 89 80 90

diselesaikan tepat waktu

3. Persentase penurunan sisa 6 -15 -250
perkara

4. Persentase perkara yang tidak 97 £ 102
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK

5. Index responden pencari keadilan 82 75 91
yang puas terhadap layanan
peradilan

Tujuan 2: Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran Strategis 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%

1. Persentase Isi Putusan yang 95 80 84
diterima oleh para pihak tepat
waktu

2. Persentase Perkara yang 3 3 100
Diselesaikan melalui mediasi

3.  Persentase berkas perkara 100 100 100

yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu

4. Persentase putusan yang 1 0 0
menarik perhatian
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masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%

1. Persentase Perkara Prodeo yang 100 100 100
diselesaikan

2. Persentase Perkara yang 100 100 100
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan 100 100 100

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4. Persentase Perkara Permohonan 95 0 0
(Volunter) Identitas Hukum

Tujuan 4: Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari
keadilan;

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%

Persentase Putusan Perkara Perdata 100 63 63
ang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Sasaran Strategis 5
Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan
menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%
Persentase pengelolaan informasi 100 66 66
perkara secara elektronik
Sasaran Strategis 6
Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun eksternal
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

%
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1. Persentase pengaduan yang 100 100 100
Ditindaklanjuti
2. Persentase temuan Hakim 100 66 66

pengawas yang ditindaklanjuti
Sasaran Strategis 7

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan
parameter obyektif
INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN
%

1. Persentase jabatan yang
sudah memenuhi standar
kompetensi sesuai dengan
parameter obyektif

100

100

100

2. Persentase Hakim yang telah
memiliki sertifikasi spesialisasi
keahlian

75

33

47

3. Persentase pegawai yang telah
mendapatkan pengembangan
kompetensi

Sasaran Strategis 8

75

10

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%
1. Persentase terpenuhinya 100 100 100
kebutuhan standar sarana dan
prasarana yang mendukung
peningkatan pelayanan prima
2. Persentase pengimputan data 100 100 100
pegawai ke dalam aplikasi SIKEP
3. Persentase hasil pengimputan data 90 73 81

perkara ke dalam aplikasi SIPP

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realiasi kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir adalah membandingkan realiasi dan

capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 serta tahun 2015

dan 2014. Agar lebih jelas, Perbandingan ini diuraikan dalam

bentuk tabel, adalah sebagai berikut :
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Tujuan 1: Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.
Sasaran Strategis 1.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable

INDIKATOR

2014

2015

2016

2017

KINERJA

Rea Cap

Rea Cap

Rea Cap

Rea

Cap

1. Persentase sisa
perkara  yang
diselesaikan

100 | 100

100 | 100

100 | 100

100

100

2. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

71 81

64 |74

60 74

80

90

3. Persentase
penurunan sisa
perkara

-16 25

5 100

-15

-250

4. Persentase
perkara  yang
tidak
Mengajukan
Upaya Hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK

98 100

97 100

97 100

99

102

5. Index responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan

75

91

Tujuan 2: Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran Strategis 2.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017
Rea Cap Rea | Cap Rea | Cap Rea | Cap

1. Persentase Isi 60 75 65 80 68 82 | 80 84
Putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu

2. Persentase 4 100 3 100 2 67 3 100
Perkara yang
Diselesaikan
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melalui mediasi

waktu 1  hari
setelah diputus

3. Persentase berkas | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
perkara yang

dimohonkan

Banding, Kasasi

dan PK vyang

digjukan  secara

lengkap dan

tepat waktu

4. Persentase 0 0 0 0 0 0 0 0
putusan yang

menarik

perhatian

masyarakat

(ekonomi syariah)

yang dapat

diakses secara

online dalam

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan.
Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017
Rea Cap Rea | Cap Rea | Cap Rea | Cap
1. Persentase 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Perkara Prodeo
yang
diselesaikan
2. Persentase 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Perkara  yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
3. Persentase 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Pencari Keadilan
Golongan
Tertentu  yang
Mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
4. Persentase 100 100 | 100 | 100 0 0 0 0
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Perkara
Permohonan
(Volunter)
Identitas
Hukum

Tujuan 4: Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari
keadilan

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017
Rea Cap |Rea |Cap |Rea | Cap | Rea | Cap
Persentase Putusan | 100 100 100 | 100 100 | 100 63 100

Perkara Perdata yang
ditindaklanjuti
(Eksekusi)

Sasaran Strategis 5

Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan
menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan
akuntabel

INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017
Rea Cap Rea | Cap Rea | Cap Rea | Cap

Persentase 100 100 100 | 100 100 | 100 | 66 100

pengelolaan

informasi

perkara secara

elektronik

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan
secara optimal baik internal maupun eksternal

INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017
Rea Cap Rea | Cap Rea | Cap Rea | Cap

1. Persentase 100 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100
pengaduan
yang
Ditindaklanjuti

2. Persentase 81 81 82 | 82 72 | 72 66 66
temuan Hakim
pengawas yang
ditindaklanjuti
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Sasaran Strategis 7

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan
Berdasarkan parameter obyektif
INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017

Rea Cap Rea | Cap Rea | Cap Rea | Cap

1. Persentase jabatan| 100 100 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100
yang sudah
memenuhi standar
kompetensi sesuai
dengan parameter
obyektif

2. Persentase Hakim | 21 25 23 | 26 20 | 27 33 47
yang telah
memiliki sertifikasi
spesialisasi
keahlian

3. Persentase 0 0 0 0 8 10 8 10
pegawai yang
telah

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara
akuntabel, efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA 2014 2015 2016 2017
Rea Cap Rea | Cap Rea | Cap Rea | Cap
1. Persentase 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
terpenuhinya
kebutuhan

standar sarana
dan prasarana
yang mendukung
peningkatan
pelayanan prima

2. Persentase 0 0 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100
pengimputan
data pegawai ke
dalam aplikasi
SIKEP

3. Persentase hasil 0 0 0 0 20 | 40 73 81
pengimputan
data perkara ke
dalam aplikasi
SIPP
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka
Menengah Dalam Dokumen Perencanaan

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan rencana kerja target
jangka menengah adalah perbandingan capaian kinerja sampai
dengan tahun 2017 dengan target kinerja dalam  dokumen
perencanaan jangka menengah, dengan pengertian sampai sejauh
mana capaian kinerja dan indikator kinerja yang direalisasikan
sampai dengan tahun 2017. Untuk lebih jelasnya digambarkan

dalam tabel dibawah ini :

SASARAN INDIKATOR KINERJA REALISASI | RENCANA TARGET
STRATEGIS 2017 KERJA JANGKA
2017 MENENGAH

Tujuan 1: Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan

akuntabel.
1. Terwujudnya |2. Persentase sisa 100 100 100
proses perkara yang
peradilan diselesaikan
yang  pasti,
transparan
dan
akuntable
3. Persentase 80 89 91
perkara yang
diselesaikan tepat
waktu
4. Persentase -15 6 10
penurunan sisa
perkara
5. Persentase 99 97 98
perkara yang

tidak Mengajukan
Upaya Hukum :

- Banding

- Kasasi

- PK

6. Index responden 75 82 87
pencari keadilan

yang puas
terhadap layanan
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’ peradilan

SASARAN INDIKATOR REALISASI | RENCANA TARGET
STATEGIS KINERJA 2017 KERJA JANGKA
2017 MENENGAH

Tujuan 2: Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2  Peningkatan 1. Persentasi Isi 80 95 99
Efektivitas Putusan yang
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

diterima oleh
para pihak
tepat waktu

2. Persentase 3 3 5
Perkara yang
Diselesaikan
melalui
mediasi

3. Persentase 100 100 100
berkas perkara
yang
dimohonkan
Banding,
Kasasi dan PK
yang diajukan
secara lengkap
dan tepat
waktu

4. Persentase 0 0 1
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
diputus
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3 Meningkatnya 1 Persentase 100 100 100
Akses Peradilan Perkara Prodeo

bagi Masyarakat yang
Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan

2 Persentase 100 100 100
Perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

3 Persentase 100 100 100
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)

4 Persentase 0 95 99
Perkara
Permohonan
(Volunter)
Identitas
Hukum

4. Meningkatnya Putusan Perkara 63 100 100
Kepatuhan Perdata yang
Terhadap ditindaklanjuti
Putusan (Eksekusi)
Pengadilan

5. Terwujudnya Persentase 66 100 100
sistem pengelolaan
manajemen informasi perkara
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informasi  yang
terintegrasi dan

secara elektronik

menunjang
system
peradilan yang
sederhana,
transparan dan
akuntabel
. Terwujudnya 1. Persentase 100 100 100
pelaksanaan pengaduan
pengawasan yang
kinerja  aparat ditindaklan
peradilan secara juti
optimal baik
internal maupun
eksternal.
2. Persentase 66 100 100
temuan Hakim
pengawas
yang
ditindaklanjuti
Terwujudnya 1. Persentase 100 100 100
transparansi jabatan yang
pengelolaan sudah
SDM lembaga memenuhi
peradilan standar
berdasarkan kompetensi
parameter sesuai dengan
obyektif parameter
obyektif
2. Persentase 33 75 95
Hakim yang
telah memiliki
sertifikasi
spesialisasi
keahlian
3. Persentase 8 75 95
pegawai yang
telah mendapat
kan
pengembangan
kompetensi
. Meningkatnya 1. Persentase 100 100 100
pengelolaan terpenuhinya
manajerial kebutuhan
lembaga standar sarana
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peradilan secara
akuntabel,
efektif dan
efisien

dan prasarana
yang
mendukung
peningkatan
pelayanan
prima

Persentase
pengimputan
data pegawai
ke dalam
aplikasi SIKEP

100

100

100

Persentase
hasil
pengimputan
data perkara
ke dalam
aplikasi SIPP

73

90

100

4. Analisis Penyebab Peningkatan
Alternatif yang Telah Dilakukan

Dan Penurunan Serta Solusi

Analisis penyebab peningkatan dan penurunan serta solusi alternatif

yang telah dilakukan adalah sebuah analisa untuk mengetahui sejauh

mana capaian kinerja dapat direalisasikan sesuai dengan terget yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan penyebab peningkatan

kinerja/kegagalan pencapian kinerja dalam tahun 2017

serta solusi

alternatif yang telah dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja.

Analisis ini akan diuraikan satu persatu berdasarkan tujuan, sasaran

strategis dan indikator kinerja dengan perincian uraian adalah sebagai

berikut :
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Tujuan 1: Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis 1 \
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntable

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%

1. Persentase sisa perkara yang 100 100 100
diselesaikan
2. Persentase perkara yang 89 80 90
diselesaikan tepat waktu
3.  Persentase penurunan sisa 6 -15 -250
perkara
4. Persentase perkara yang tidak 97 99 102
Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
5. Index responden pencari keadilan 82 75 91
yang puas terhadap layanan
peradilan

1. Persentase sisa perkara yang diselesaian
Persentase sisa perkara yang diselesaian adalah sisa perkara tahun
sebelumnya yang diselesaikan pada tahun berjalan. Rumus yang
digunakan untuk mengukur persentase sisa perkara yang diselesaian
adalah :

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan 0
Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan X 100%
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat menyelesaikan
sisa perkara tahun 2016 berjumlah 214 perkara dengan rincian

penyelesaian sebagaimana tabel dibawah ini:
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} Rekapitulasi penyeselesaian sisa perkara tahun 201! 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gugatan 211 211 0
Permohonan 3 3 0
Total 214 174 7 12 6 2 13 214 0

Berdasarkan tabel di atas sisa perkara pada tahun 214 telah
diselesaikan seluruhnya pada tahun 2017, jika digunakan rumus
tersebut di atas, capaian kinerja penyelesaian sisa perkara 100% .
Tercapainya target penyelesaian sisa perkara tahun 2016 dikarenakan
dengan pelaksanaan kebijakan percepatan penyelesaian sisa perkara
yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Rantauprapat secara optimal
dengan pemantauan yang terus menerus oleh pimpinan serta
pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Hakim pengawas
bidang.

2. Persentase perkara yang diselesaian tepat waktu

Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu perkara yang diselesaikan
sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2
tentang penyelesaian perkara ditingkat pertama dan tingkat banding
pada 4 (empat) lingkungan peradilan diperintahkan agar

penyelesaian perkara berpedoman pada ketentuan dibawah ini :
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1.  Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling
lambat dalam waktu 5 (lima ) bulan
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling
lambat 3 (tiga ) bulan
3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di
atas termasuk penyelesaian minutasi
4.  Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku pada perkara-
perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-
Undang.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas perkara yang diselesaikan
tepat waktu adalah perkara yang diselesaian paling lambat 5 bulan.
Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Rantau Prapat tahun
2017 penyelesaian perkara tepat waktu direalisasikan oleh Pengadilan
Agama Rantauprapat dengan memutus perkara tepat waktu.
Pelaksanaan kegiatan ini untuk menyelesaikan perkara yang diterima
pada tahun 2017 ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai penyelesaian perkara tepat waktu pada Pengadilan Agama
Rantauprapat telah diupayakan semaksimal mungkin dengan
mempergunakan sumber daya yang ada di Pengadilan Agama
Rantauprapat.  Untuk mendapatkan data yang akurat tentang
penyelesaian perkara tepat waktu, terlebih dahulu diuraikan perkara

yang diterima tahun 2017

Pengadilan Agama Rantauprapat pada tahun 2017 menerima perkara
berjumlah 1.409 perkara, yang terdiri dari beberapa jenis perkara
sesuai kompetensi Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa

dan memutus perkara yaitu bidang perkawianan, kewarisan, wasiat,
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hibah, wakaf, shadagah/zakat/infag, P3HP/Penetapan Ahli Waris,
Ekonomi syariah dan lain-lain. Jumlah perkara yang diterima setiap
bulan berbeda-beda jenisnya dan jumlahnya, dengan demikian untuk
lebih jelasnya data penerimaan perkara setiap bulan di Pengadilan

Agama Rantauprapat dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tebel penerimaan perkara tahun 2017 ‘

1 Januari 172

2 Pebruari 116

3 Maret 119

4 April 107

5 Mei 115

6 Juni 28

7 Juli 155

8 Agustus 151

9 September 137

10 | Oktober 134
11 | Nopember 124
12 Desember 51
Jumlah 1.409

Berdasarkan tabel penerimaan perkara tersebut, jumlah perkara
yang diterima Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2017 sebanyak
1.409 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2016 sebanyak
214 perkara, maka perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017
berjumlah 1.613 perkara, dan perkara yang dapat diselesaikan
berjumlah 1.377 Perkara. Dari 1.377 perkara yang diselesaikan, 214
perkara adalah sisa perkara tahun 2016 ditambah dengan perkara
yang diterima pada tahun 2017 berjumlah 1.163 perkara. Berdasarkan

penyelesaian perkara Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2017,
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maka sisa perkara tahun 2017 berjumlah 246 perkara. Dari 246 sisa
perkara tahun 2017 terdiri dari 14 perkara yang diterima tanggal 10
Desember 2017, perkara Ghaib yang diterima bulan dari bulan
September s/d Desember 2017, 14 perkara, Perkara PP 10, 33 perkara
dan perkara gugatan dan permohonan sebanyak 85 perkara, untuk
lebih jelasnya data jumlah penyelesaian perkara tahun 2017 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :

Tebel penyelesian perkara tahun 2017 ‘

1 2 3 4 5 6 7
1 Januari 214 172 386 102 284
2 Pebruari 284 116 400 128 272
3 Maret 272 119 391 132 259
4 April 259 107 366 109 257
5 Mei 257 115 372 91 281
6 Juni 281 28 309 67 242
7 Juli 242 155 397 109 288
8 Agustus 288 151 439 156 283
9 September 283 137 420 117 303
10 | Oktober 303 134 437 90 347
11 | Nopember 347 124 471 140 331
12 | Desember 331 51 382 136 246
Jumlah sisa perkara 2017 246

Berdasarkan beberapa tabel di atas, untuk mengukur jumlah

perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Jumlah Perkara yang ada

x 100%

Jumlah perkara yang dapat diputus tepat waktu berdasarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu perkara yang diputus 1 sampai
dengan 5 bulan berjumlah 1.298 dari 1.613 perkara yang ada, maka
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realisasi persentase capaian perkara yang diputus tepat waktu 80%,.
Jika dibandingkan realisasi dengan target tahun 2017 89% maka
capaian kinerja perkara yang diputus tepat waktu 90%. Tercapainya
target yang ditetapkan karena pengawasan yang terus menerus
dilakukan oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang serta komitmen

seluruh pegawai untuk menyelesaian perkara tepat waktu.

3. Persentase penurunan sisa perkara
Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun
berjalan. Untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara

digunakan rumus :

Tn.1-Tn
Tn.l

Keterangan :

x 100%

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Sisa perkara tahun berjalan yakni 2017 jumlah sisa perkara
berjumlah 246 sedangkan sisa perkara tahun sebelumnya yaitu tahun
2016 berjumlah 216 perkara, dengan demikian sisa perkara tahun
sebelumnya 214 perkara dikurang sisa perkara tahun berjalan
berjumlah 246 dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali seratus per
seratus, maka didapat hasil -32 dikali dengan seratus perseratus maka
capaian kinerja penurunan sisa perkara -15 dengan demikian dapat
diartikan bahwa dari sisa perkara 2016 ke 2017 naik sekitar 15%. Jika
dibandingkan target tahun 2017 6% maka didapat hasil -250%.

Dengan demikian penurunan sisa perkara tidak berhasil dilaksanakan.
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Kegagalan penurunan sisa perkara tersebut bukan karena
kelalaian dari Pengadilan Agama Rantauprapat, akan tetapi
disebabkan karena :

1. Regulasi (yaitu perkara PP 10 berjumlah 33 perkara)
2. Perkara yang didaftar di atas tanggal 10 Desember berjumlah 14
perkara
3. Perkara Ghaib yang diterima bulan September s/d Desember
berjumlah 14 perkara dan
Dari 61 perkara tersebut di atas tidak mungkin dapat diselesaian
pada tahun berjalan karena terhambat dengan regulasi.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding, kasasi dan PK
Untuk mengukur capaian kinerja persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dipergunakan rumus

sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum  x 100%
Jumlah Putusan Perkara

Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Agama Rantauprapat
menerima perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi
saja sedangkan upaya hukum PK tidak ada. Adapun jumlah yang
mengajukan upaya hukum banding dan kasasi berjumlah 19 perkara,
Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun
2017 berjumlah 1.377 perkara maka didapat hasil 1% , dengan
demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 99%.
Apabila dibandingkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

dengan target yang ditetapkan 97% maka capaian kinerja berjumlah
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102%, dengan demikian kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat
dalam menekan upaya hukum telah mencapai target yang ditetapkan.
Keberhasilan Pengadilan Agama Rantauprapat menekan atau
memperkecil upaya hukum masyarakat, disebabkan karena Pengadilan
Agama Rantauprapat memberikan putusan yang seadil-adilnya
sehingga masyarakat puas atas keputusan yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Rantauprapat.
5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

pengadilan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat melakukan
survey kepuasan pencari keadilan atau Indek Kepuasan Masyarakat
(IKM). Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dimulai tanggal 4
Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2017. Berdasarkan
analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada
Pengadilan Agama Rantauprapat maka kesimpulan yang dapat

diambil adalah sebagai berikut :

1.  Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama
Rantauprapat Tahun 2017 menunjukkan kategori BAIK, yaitu
dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,04 atau konversi IKM
75,88.

2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi
bahwa :

Unsur — unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :

- U3. Kejelasan petugas
- U4. Kedisiplinan petugas pelayanan

- US5. Keberadaan petugas pelayanan
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- U6. Kemampuan Petugas Pelayanan
- U9. Kesopanan petugas pelayan
- U10. Keramahan Petugas Pelayanan
- U1l Kesesuaian jadwal pelayanan
- U14. Keamanan lingkungan

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 75,88 jika
dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 82, maka capaian indek
kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan sebesar 85%
dengan demikian index kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan
telah mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat adalah karena komitmen yang telah
ditetapkan dan motto yang telah disepakati oleh seluruh pegawai
Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memberikan pelayanan
sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan layanan
pengadilan.

Tujuan 2: Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara
melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran Strategis 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%

1. Persentase Isi Putusan yang 95 80 84
diterima oleh para pihak tepat
waktu

2. Persentase Perkara yang 3 3 100
Diselesaikan melalui mediasi

3.  Persentase berkas perkara 100 100 100

yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu

4. Persentase putusan yang 1 0 0
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
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syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah diputus

1. Persentase putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Agama Rantauprapat telah
menyampaikan salinan putusan dengan tepat waktu, Adapun rumus
dipakai untuk mengukur kinerja penyampaian salinan putusan kepada

para pihak dengan tetapat waktu adalah sebagai berikut :

Jumlah Isi Putusan yang terima tepat waktu x 100%
Jumlah Putusan

Perkara yang diputus pada tahun 2017 berjumlah 1.377 perkara
dari jumlah tersebut putusan perkara telah disampaikan kepada para
pihak dengan tepat waktu dengan menyampaikannya secara langsung
ketika para pihak datang untuk mengambil Akta Cerai. Jumlah salinan
putusan yang disampikan kepada para pihak selama tahun 2017
sebanyak 1.107 salian putusan atau sekitar 80%, jika dibandingkan
target yang ditetapkan sekira 95% maka capaian kinerja penyampaian
salinan putusan secara tepat waktu mencapi 84% belum mencapai

target yang ditetapkan.

Kegagalan Pengadilan Agama Rantauprapat  dalam
melaksanakan kinerja penyampaian salinan putusan dengan tepat
waktu disebabkan karena banyak perkara ghaib yang tidak diketahui
alamat Tergugat/Termohon sehingga salinan putusan tersebut tidak

dikirimkan kepada pihak Tergugat/Termohon.
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2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Dalam rangka menjalankan Peraturan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengasilan, pada
tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat telah menunjuk mediator
yang terdiri dari hakim dan non hakim. Penunjukan mediator tersebut
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-
A4/43/0T.00/1/2017 tentang penunjukan hakim mediator pada
Pengadilan Agama Rantauprapat. Berhubung karena adanya promosi
dan mutasi hakim serta adanya hakim yang meninggal dunia di
lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat, maka surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat diubah dengan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-
A4/1098/0T.00/X1I/2017 tentang penunjukan mediator Pengadilan
Agama Rantauprapat.

Mediator yang ditunjuk terdiri dari hakim dan non hakim
dengan nama mediator sebagai berikut :

- Mediator Hakim
1.  Niva Resna, S.Ag
2. M. Arif Sani, S.H.I
3. Weri Siswanto Bad, S.H.I
- Mediator Non Hakim
Zainal Abidin Fakpahan, SH., MH

Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Rantauprapat yang berasal dari hakim belum mempunyai sertifkat

mediator.
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Dalam melakukan tugas mediasi, pada tahun 2017 Pengadilan
Agama Rantauprapat menerima perkara 1.409 perkara, dari jumlah
perkara tersebut ada perkara yang menurut sifatnya tidak perlu
dimediasi, dan ada pula karena menurut aturan tidak dimediasi yaitu :
1.  Perkara Volunter
2. Perkara yang tidak layak dimediasi (Penggugat/Termohon tidak

hadir di persidangan)

Untuk mengukur capaian kinerja ini dipergunakan rumus

sebagai berikut :

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi x 100%

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Rantauprapat pada
tahun 2017 berjumlah 1.409 perkara dari 1.409 perkara tersebut yang
layak dimediasi berjumlah 201 perkara sedangkan perkara yang tidak
layak dimediasi atau menurut aturan tidak perlu dimediasi berjumlah
1.083 perkara. Dari pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh
Mediator, perkara yang berhasil dimediasi berjumlah 7 perkara atau
sekitar 3,48% dari perkara yang layak dimediasi, sedangkan perkara
yang tidak berhasil 194 perkara atau sekitar 96,52 %. Jika dibanding
antara realisasi dengan target yang ditetapkan sebesar 3%, maka
capaian kinerja penyelesaian perkara melalui mediasi telah sesuai
dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan dalam  melaksanakan kinerja ini karena
kesungguhan dari para mediator mendamaikan para pihak yang

berperkara.
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3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap
Selama tahun 2017 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum
banding dan kasasi berjumlah 19 perkara. Dari 19 perkara tersebut
telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Mahkamah
Agung secara lengkap. Dalam mengukur capaian kinerja persentase
berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK yang diajukan

secara lengakap dipergunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,
Kasasi dan PK secara lengka x 100%
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum 19 perkara. Jika
dibandingkan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum
sebanayak 19 perkara maka capaian kinerja ini telah mencapai 100%.
Capaian kinerja ini jika dibandingkan target yang ditetapkan dalam
dokumen perencanaan sebesar 100%, maka capaian kinerja ini telah
mencapai 100%.

Keberhasilan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam melaksanakan
kinerja ini dilandasi dengan tekad memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu

1 hari setelah diputus
Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Agama Rantauprapat tidak

ada menerima perkara ekonomi syariah, dengan demikian capaian

kinerja ini 0%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Rantauparat tahun 2017 Page 59



Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%

1. Persentase Perkara Prodeo yang 100 100 100
diselesaikan

2. Persentase Perkara yang 100 100 100
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

3.  Persentase Pencari Keadilan 100 100 100

Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4.  Persentase Perkara Permohonan 95 0 0
(Volunter) Identitas Hukum

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Dalam rangka memberikan akses yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk
memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu, berdasarkan
alokasi anggaran yang tersedia, pada tahun 2017 Pengadilan Agama
Rantauprapat menyelenggarakan layanan pembebasan biaya perkara
(prodeo), sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak
mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma karena

proses biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Dalam mengukur pelaksanaan kinerja ini dipergunakan rumus

sebagai berikut :

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan X 100%
Jumlah Perkara Prodeo
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Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Rantauprapat menerima
menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 58 perkara sedangkan
jumlah perkara prodeo yang diterima berjumlah 58 perkara, jika
dibandingka perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara
prodeo, maka kinerja ini mencapai 100%, dan apabila dibanding
realisasi dengan target sebesar 100%, persentase penyelesaian
perkara prodeo mencapai 100%.

Keberhasilan ~ Pengadilan ~ Agama  Rantauprapat dalam
melaksanakan kinerja ini didorong dengan niat untuk membantu

masyarakat miskin dan terpinggirkan.

2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Disamping pelayanan Posbakum, layanan prodeo, sidang
keliling/pelayanan terpadu merupakan prioritas utama yang harus
dilaksanakan Pengadilan Agama Rantauprapat dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam
rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat menjangkau
Pengadilan, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat
memprogramkan dan menyelenggarakan sidang di luar gedung
pengadilan di Kecamatan Aek Natas dengan anggaran yang tersedia
sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Pelaksanaan
sidang keliling dilakukan dengan 6 (enam) kegiatan.

Untuk mengukur capaian kinerja ini dipergunakan rumus sebagai

berikut :

Jumlah Perkara yang dislesaikan di luar Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan
di luar Gedung Pengadilan

Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Agama Rantauprapat telah

x 100%

mengadakan sidang di luar gedung 6 kegiatan dan jumlah perkara yang
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diselesaikan berjumlah 20 perkara sedangkan jumlah perkara yang
seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan berjumlah 20
perkara. Jika dibandingkan jumlah perkara yang diselesikan diluar
gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya
diselesaikan di luar gedung pengadilan maka realisasi pelaksanaan
kinerja ini telah mencapai 100% dan apabila dibandingkan realisasi
dengan target yang ditetapkan (100% ), maka pelaksanaan kinerja ini
mencapai 100%.

Keberhasilan Pengadilan ~ Agama Rantauprapat  dalam
melaksanakan kinerja ini karena Pengadilan Agama Rantauprapat betul-
betul melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Mahkamah

Agung untuk membantu masyarakat yang miskin dan terpinggirkan.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)

Penyelenggaraan pelayanan Posbakum Pengadilan Agama
Rantauprapat dimulai sejak ditandatangani MoU Ketua Pengadilan
Agama Rantauprapat dengan Pihak Penyedia Jasa Posbantuan Hukum
pada tanggal 2 Mei 2017 dan Surat Perintah Kerja yang disampaikan
Pejabat Pembuat Komitmen kepada penyedia jasa layanan Posbakum
tanggal 2 Mei 2017.

Pemberian layanan Posbakum adalah salah satu sasaran kinerja
Pengadilan Agama Rantauprapat. Untuk mengukur kinerja ini

dipergunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Perkara Volunter Identitas Hukum yang diselesaikan X 100%
Jumlah Perkara Volunter Identitas Hukum yang diajukan

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat mendapat

alokasi anggaran pelaksanaan layanan Posbantuan hukum sebesar Rp.
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76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), setelah dikeluarkan biaya
proses seleksi dan administrasi biaya pelaksanaan layanan Posbakum
sebesar Rp. 66.880.000,- (enam puluh enam juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah) dengan jumlah 760 jam layanan. Penyelenggaraan
layanan Posbakum di Pengadilan Agama Rantauprapat dimulai pada
tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan Surat
Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor : W2-A4/472/PL.04/V/2017 antara
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Koordinator Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia Cabang Medan Pos Labuhan Batu dan Surat
Perintah Mulai Kerja Nomor W2-A4/473/PL.04/\V/2017.

Realisasi pelaksanaan pemberian layanan Posbakum Pengadilan
Agama Rantauprapat pada tahun 2017 telah mencapai target yang
ditetapkan yaitu 760 jam layanan kepada 387 penerima layanan
dengan anggaran yang terserap Rp. 66.880.000,- (enam puluh enam

juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Keberhasilan ~ Pengadilan ~Agama  Rantauprapat dalam
melaksanakan kinerja ini karena Pengadilan Agama Rantauprapat
betul-betul melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh
Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat yang miskin dan

terpinggirkan.

4. Persentase Perkara Permohonan (Volunter) Identitas Hukum
Program penyelesaian permohonan identitas hukum telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan, akan tetapi tidak dapat
dilaksanakan karena keterbatasan anggaran Pengadilan Agama

Rantauprapat. Dengan demikian untuk capaian kinerja ini 0%
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Tujuan 4: Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari

keadilan;

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN
%

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
Sasaran Strategis 5

Terwujudnya sistem manajemen

100

63

63

informasi yang terintegrasi dan

menunjang system peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN
%

Persentase pengelolaan informasi
perkara secara elektronik

Sasaran Strategis 6

100

66

66

Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun eksternal

Sasaran Strategis 7

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%
1 Persentase pengaduan yang 100 100 100
Ditindaklanjuti
2. Persentase temuan Hakim 100 66 66
pengawas yang ditindaklanjuti

Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan
arameter obyektif

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN
%

1. Persentase jabatan yang
sudah memenuhi standar
kompetensi sesuai dengan
parameter obyektif

100

100

100

2. Persentase Hakim yang telah
memiliki sertifikasi spesialisasi
keahlian

75

33

47

3. Persentase pegawai yang telah
mendapatkan pengembangan
kompetensi

Sasaran Strategis 8

75

10

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN
%
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1. Persentase terpenuhinya 100 100 100
kebutuhan standar sarana dan
prasarana yang mendukung
peningkatan pelayanan prima

2. Persentase pengimputan data 100 100 100
pegawai ke dalam aplikasi
SIKEP

3. Persentase hasil pengimputan 90 73 81
data perkara ke dalam
aplikasi SIPP

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(Eksekusi)

Sebagai pelaksaan isi putusan adalah eksekusi yang dilakukan
Pengadilan Agama Rantauprapat atas permohonan para pihak
(Pemohon eksekusi). Indikator kinerja ini ditetapkan dalam penetapan
kinerja 100%. Sepanjang tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat
menerima permohonan eksekusi berjumlah 3 ditambah dengan sisa
tahun 2016 8 permohonan jadi jumlah seluruhnya permohonan
eksekusi yang harus diselesaikan 11 permohonan. Dari 11
permohonan eksekusi selama tahun 2017  Pengadilan Agama
Rantauprapat menyelesaian dan  melaksanakan eksekusi 7
permohonan dan sisa 4 permohonan belum dapat diselesaikan. Untuk
mengukur kinerja putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti

dipergunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT

X 100%

Pengukuran kinerja ini adalah dengan membandingkan jumlah
eksekusi yang terlaksana dengan jumlah permohonan eksekusi yang
diterima. Pada tahun 2017 jumlah permohonan eksekusi yang sudah

dilaksanakan berjumlah 7 permohonan. Menurut buku register
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eksekusi permohonan eksekusi yang harus diselesaikan pada tahun
2017 berjumlah 11 permohonan.

Apabila dipersentasikan jumlah permohonan eksekusi yang
telah diselesaikan Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2017 sekitar
63%.

Dalam dokumen perencanaan target yang ditetapkan untuk
kinerja ini adalah 100%, dengan demikian apabila dibandingkan
realisasi dengan target kinerja putusan perkara perdata yang ditindak
lanjuti hanya mencapai 63%.

Kegagalan dalam pencapaian kinerja ini bukan karena
Pengadilan tidak dapat merealisasikannya pada tahun 2017 akan
tetapi disebabkan beberapa hal yakni :

1. 1 permohonan perkaranya masih dalam pemeriksaan Derden
Verzet ditingkat kasasi

2. 3 permohonan ditegor untuk menambah panjar biaya eksekusi

2. Persentase pengelolaan informasi perkara secara elektronik

Penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan salah
satu bentuk pelayanan yang ada di pengadilan. Bentuk penyampaian
informasi tersebut dilakukan dengan system elektronik, dengan
pengumuman, baner dan spanduk.

Penyampaian informasi secara elektronik di Pengadilan Agama
Rantauprapat  dilakukan melalui website dengan menayangkan
informasi berita pada website. Untuk mengukur kinerja ini

dipergunakan rumus yaitu :

Jumlah informasi yang harus dipublikasikan
Jumlah informasi yang dipublikasikan

x 100%
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Sepanjang tahun 2017, Pengadilan Agama Rantauprapat
mempublikasikan informasi kepada masyarakat berjumlah 20 berita,
sedangkan jumlah informasi yang harus dipublikasikan berjumlah 30
berita, dengan demikian realisasi jumlah informasi yang harus
dipublikasikan kepada masyarakat 66%.

Terget jumlah informasi yang disampaiakan secara elektronik
dalam dokumen perencanaan dan penetapan kinerja adalah 100%.
Jika dibandingkan antara realisasi dengan target maka kinerja
penyampaian informasi secara elektronik sekitar 66% belum mencapai
target yang ditetapkan.

Kegagalan penyampaian informasi secara elektronik pada tahun
2017 disebabkan website Pengadilan Agama Rantauprapat
mengalamai kerusakan yang cukup parah sehingga informasi-
informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat tidak dapat
disampaikan secara elektronik, namun Pengadilan Agama
Rantauprapat telah mengambil solusinya dengan menempelkan
informasi yang harus diketahui masyarakat pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Rantauprapat dan lebih mengaktifkan petugas
informasi.

3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk adalah
salah satu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka
memberikan pelayanan prima. Untuk mengukur kinerja ini

dipergunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
Jumlah pengaduan yang diterima

x 100%
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Sepanjang tahun 2017 pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti sebanyak 1 pengaduan, sedangkan pengaduan yang
diterima berjumlah 1 pengaduan dengan demikian realisasi
pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai 100%

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja ini
dibandingkan target yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan
dan penetapan kinerja. Terget kinerja persentase jumlah pengaduan
yang ditindaklanjuti ditetapkan dalam perencanaan dan penetapan
kinerja tahun 2017 adalah 100%. Jika dibandingkan antara realisasi
dengan target, maka kinerja mencapai 100%.

Keberhasilan Pengadilan Agama Rantauprapat melaksanakan
kinerja ini adalah dengan membuat meja pengaduan, menunjuk
petugas pengaduan dengan surat keputusan ketua dan memproses
secepatnya jika ada pengaduan yang diterima.

4. Persentase temuan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti

Dalam rangka peningkatan penyelesaian tugas dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat
menunjuk hakim pengawas bidang yang bertugas mengawasi sejauh
mana tugas-tugas dilaksanakan. Untuk mengukur temuan hakim
pengawas bidang yang ditindaklanjuti digunakan rumus sebagai

berikut :

Jumlah temuan hakim pengawas bidang vang ditindaklanjuti X 100%
Jumlah temuan hakim pengaws bidang

Sepanjang tahun 2017, hakim pengawas bidang yang telah
ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat telah melaksanakan
tugasnya dengan melakukan pengawasan setiap bulan. Pengawasan

dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang setiap akhir bulan. Dalam
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pengawasan hakim pengawas bidang dibagian Kepaniteraan dan
Kesekretariatan ditemukan beberapa tugas-tugas yang perlu
ditindaklanjuti. Selama tahun 2017 temuan hakim pengawas bidang
berjumlah 12 bidang, dan temuan yang sudah ditindaklanjuti
berjumlah 8 bidang dengan demikian jika dibandingkan jumlah
temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hakim pengawas
bidang mencapai 66%

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapain kinerja
ini dilakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah
ditetapkan. Terget persentase temuan hakim pengawas bidang yang
ditindaklanjuti dalam dokumen perencaan ditetapkan 100%.

Apabila dibandingkan realisasi dengan target, maka kinerja
persentase temuan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti
mencapai 66%

Kegagalan dalam mencapai target kinerja ini disebabkan karena
rangkap jabatan beberapa personil karena kurangnya Sumber Daya
manusia di Pengadilan Agama Rantauprapat.

5. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai

dengan parameter obyektif

Pada Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat
Tahun 2017, indikator kinerja ini ditargetkan tercapai 100%, sebagai
penjelasan, indicator kinerja ini adalah Perbandingan jumlah pegawai
yang menduduki jabatan sudah memenuhi kompetensi dengan jumlah
pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat. Pada tahun 2017 jumlah
seluruh pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat terdiri dari 26
orang yang terdiri dari 18 orang PNS dan 8 orang Tenaga Kontrak.
Dari 18 PNS seluruhnya menduduki jabatan yaitu : 1 orang Ketua, 3
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orang Hakim, 1 orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 1 orang Wakil
Panitera, 3 orang Panitera Muda, 3 orang Panitera Pengganti, 3
orang Kepala Sub Bagian, 2 orang Jurusita pengganti. Keseluruhan
PNS tersebut telah memenuhi kompetensi menduduki jabatan sesuai
kompetensi dengan parameter obyektif sesuai dengan Undang-
undang maupun peraturan kepegawaian. Apabila dibandingkan
dengan jumlah  pegawai yang memenuhi kompetensi sesuai
parameter obyektif dengan jumlah pegawai Pengadilan Agama
Rantauprapat adalah sebesar 100%, target dari kinerja ini telah
tercapai. Jika dibandingkan target dan realisasi, maka capaian kinerja

ini sebesar 100%.

6. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi
keahlian
Pada Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun
2017, Indikator kinerja ini ditargetkan tercapai  75%, sebagai
penjelasannya adalah jumlah hakim yang telah memiliki serfikat
mediator dan ekomnomi syariah dengan jumlah seluruh hakim. Sesuai
dengan kompentisinya untuk hakim salah satu keahlian khusus adalah
hakim mediator dan hakim ekonomi syariah. Pada tahun 2017 jumlah
Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat 3 orang sedangkan jumlah
hakim mediator yang bersertifikat belum ada dan hakim yang memiliki
sertifikat ekonomi syariah 1 orang, jika dibandingkan jumlah hakim
yang memiliki kompetensi keahlian (sertifikat mediator dan sertifikat
ekonomi syariah) dengan jumlah seluruh hakim Pengadilan Agama
Rantauprapat tahun 2017 sekitar 33%, belum mencapai target yang
ditetapkan, kemudian jika dibandingkan realisasi dengan target maka

capaian Indikator kinerja ini 47%. Tidak tercapinya Indikator kinerja ini
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adalah karena tidak adanya panggilan pelatihan mediator dan
ekonomi syariah bagi para Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat.
Solusi yang diambil adalah mengirimkan data hakim yang belum
mendapatkan pelatihan mediator dan ekonomi syariah ke Badan
Pelatihan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan = Mahkamah

Agung RL

7. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan

kompetensi

Pada Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Rantauprapat tahun
2017 Indikator kinerja ini ditargetkan 75%, sebagai penjelasan
Indikator kinerja ini adalah jumlah pegawai yang memiliki sertifikat
keahlian dengan jumlah pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat.
Keahlian khusus pegawai yang memiliki sertifikat adalah Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Selama tahun 2017 Pengadilan Agama
Rantauprapat memiliki 1 orang pegawai yang memiliki Sertifikat
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jika dibandingkan pegawai yang
memiliki  sertifikat  keahlian dengan jumlah seluruh pegawai
realisasinya mencapai 8%, belum mencapai target yang ditetapkan,
kemudian jika dibandingkan realisasi dengan target 10%. Tidak
tercapainya target. Indikator kinerja ini adalah karena tidak adanya
panggilan untuk mengikuti diklat sekaligus ujian sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah bagi pegawai Pengadilan Agama
Rantauprapat pada tahun 2017. Solusi yang diambil adalah dengan
terus mengupdate data pegawai pada Aplkiasi SIKEP dan SIMPEG
serta mengirimkan nama-nama pegawai calon peserta Diklat dan Ujian

Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Badan
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Pelatihan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan = Mahkamah
Agung RL

8. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana
yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Penjelasan Indikator kinerja ini adalah perbandingan jumlah
kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan
jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dalam DIPA.
Sesuai dengan DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2017
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung ada terdapat Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 3
kegiatan. Proses Pengadaan Barang / Jasa tersebut dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 dengan
perubahannya sehingga mendapatkan barang / jasa yang berkualitas
dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Realisasi Pengadaan
Barang / Jasa Pengadilan Agama Rantauprapat 2017 sebanyak 3
kegiatan, jika dibandingkan realisasi dengan terget untuk capain IKU
ini sebesar 100% dan telah mencapai target sesuai dengan Penetapan
Kinerja. Keberhasilan pencapaian Indikator kinerja ini adalah komitmen
bersama pimpinan dengan seluruh Pegawai Pengadilan Agama
Rantauprapat untuk menjalankan reformasi birokrasi khususnya pada
Area 6 peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing individu,
maupun bagian untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
9. Persentase hasil pengimputan data pegawai ke dalam aplikasi SIKEP

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) adalah sistem informasi

terpadu yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan, prosedur, tata
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kerja sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk
menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka
mendukung Administrasi Kepegawain di lingkungan  Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. SIKEP dibuat dan
dikembangkan oleh Mahkamah Agung vyang bertujuan untuk
mendukung sistem manajemen PNS yang rasional dan
pengembangan SDM, mewujudkan data pegawai yang mutakhir dan
terintegrasi, menyediakan  informasi PNS yang akurat. Dalam
penginputan data-data pegawai ke dalam SIKEP akan dinilai sendiri
oleh aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan data berdasarkan
menu yang tersedia, jika penginputannya sudah terisi dengan lengkap
setiap pegawai maka nilainya akan mencapai 100%. Pengadilan
Agama Rantauprapat tahun 2017 mentargetkan pengisian SIKEP
100% berdasarkan hasil penginputan data dalam SIKEP telah mencapai
100% dengan demikian realisasi penginputan data ke SIKEP telah
mencapai target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.
Keberhasilan dari penginputan data pegawai tidak terlepas dari
keikutsertaan setiap individu memberikan data-data yang dibutuhkan

oleh operator dalam mengisi dan menginput data ke dalam SIKEP.

10. Persentase hasil pengimputan data perkara ke dalam aplikasi SIPP

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) adalah sebuah
aplikasi system informasi perkara secara terpadu yang digunakan
untuk mengelola dan mengolah data- data perkara mulai dari
pendaftaran sampai dengan penerbitan Akta cerai. SIPP adalah
aplikasi yang sudah terintegrasi yang berisi informasi tentang

keuangan perkara, Register perkara, PMH, Penunjukan PP dan JSP,
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PHS, Instumen, Jadwal sidang, Berita acara sidang, Putusan, PBT, BHT
dan Akta Cerai. SIPP dibuat dan dikembangkan oleh Mahkamah
Agung dan harus diterapkan disetiap pengadilan mulai dari tingkat

pertama dan tingkat banding.

Dalam penginputan data-data pegawai ke dalam SIPP akan dinilai
sendiri oleh aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan data
berdasarkan menu yang tersedia, jika penginputannya sudah terisi
dengan lengkap disetiap menu perkara yang terdaftar maka nilainya
akan mencapai 100%. Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2017
mentargetkan pengisian SIPP 90% berdasarkan hasil penginputan data
dalam SIPP tahun 2017 realisasi pengimputan mencapai 73% dengan
demikian jika dibandingkan realiasi dengan target Indikator Kinerja
pengimputan data perakara ke dalam SIPP mencapai 81% belum
memenuhi target yang ditetapkan. Ketidak berhasilan Pengadilan
Agama Rantauprapat mencapai target yang ditetapkan karena para
operator yang memakai SIPP belum paham betul tentang
pengoperasian SIPP, dengan demikian untuk pengimputan data
perkara ke aplikasi SIPP perlu dilakukan pelatihan terutama kepada

operator SIPP.

5. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2017 sumber daya manusia Pengadilan Agama
Rantauprapat berjumlah 26 orang terdiri dari 18 orang PNS dan 8

orang Tenaga Kontrak.
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NO NAMA JABATAN JUMLAH
1 Ketua 1 orang
2 | Wakil Ketua 0 orang
3 Hakim 3 orang
4 Panitera 1 orang
5 | Sekretaris 1 orang
5 | Wakil Panitera 1 orang
6 | Panitera Muda 3 orang
7 Kepala Sub Bagian 3 orang
8 Panitera Pengganti 3 orang
9 | Jurusita 0 orang
10 | Jurusita Pengganti 2 orang
11 | Tenaga Honorer 8 orang
Jumlah 26 orang

Penggunaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama
Rantauprapat telah dilakukan secara optimal karena dalam
mewujudkan capaian kinerja sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2017,
banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan tepat waktu
terutama dalam penyelesaian tugas pokok peradilan, yaitu
memutus perkara yang diajukan dengan cepat, tepat dan biaya
murah. Apabila ditinjau dari sumber daya manusia yang ada
sekarang masih jauh dari mencukupi, karena standar jumlah pegawai
Pengadilan Klas I B sebanyak 95 orang, sedangkan pegawai
Pengadilan Agama Rantauprapat hanya berjumlah 18 orang

pegawai ditambah 8 orang tenaga honor.

Dalam memanfaatkan sumber daya manusia pada Pengadilan
Agama Rantauprapat, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat
mengambil kebijakan dengan merangkap tugas beberapa jabatan,

seperti Panitera Pengganti merangkap Jurusita Pengganti, Petugas
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Meja I dan Petugas Meja IlI, Bendahara Pengeluaran merangkap
Jurusita Pengganti, dan Kepala Sub Bagian merangkap Jurusita
Pengganti. Perangkapan tugas ini bertujuan untuk menyelesaikan
tugas-tugas pokok terutama dalam pemanggilan dan penyampaian
pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara, serta pelayanan

penerimaan perkara.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang atau Kegagalan
Pencapian Kinerja
Analisis program/kegiatan yang menunjang atau kegagalan
pencapaian kinerja  adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencapai hasil yang optimal
atas pelaksanaan tupoksi secara keseluruhan. Sebagaimana
diuraikan pada bab pertama, bahwa tugas pokok Pengadilan
Agama Rantauprapat sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;

b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infag;
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h. Shadaqah;

i. Ekonomi syari‘ah

Dalam merealisasikan tupoksi tercapai sesuai dengan target yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dan
Penetapan Kinerja Tahun 2017, perlu adanya kegiatan lain yang
menunjang  tercapainya  program/kegiatan atau  kegagalan
pencapaian kinerja. Pada tahun 2017 melaksanakan
kegiatan/program yang menunjang terlaksananya Tupoksi adalah
sebagai berikut :

a. Pembinaan SDM

Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan

bimbingan kepada seluruh pegawai secara terus menerus oleh

pimpinan. Maksud dan tujuan dilakukan pembinaan yang terus
menerus adalah untuk menanamkan komitmen kepada seluruh
pegawai serta perubahan pola pikir (Mind Set) bahwa sebagai

Aparatur Sipil Negara bukan yang harus dilayani oleh masyarakat,

melainkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Rantauprapat memberikan

pembinaan kepada pegawai melalui :

- Rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap hari Senin yang
diikuti  oleh  seluruh  pegawai Pengadilan Agama
Rantauprapat;

Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut diharapkan

sedikit demi sedikit dapat merubah pola pikir seluruh pegawai

Pengadilan Agama Rantauprapat, dan kondisi saat ini pola pikir

seluruh pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat, telah berubah
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yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat.

b. Pengawasan
Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya
pengawasan dapat diketahui pelaksanaan tugas-tugas yang tidak
terlaksana atau pelaksanaan tugas yang melanggar peraturan.
Dengan pengawasan tersebut juga dapat menginventarisir
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi. Selama tahun 2017 tugas-tugas Pengawasan di
Pengadilan Agama Rantauprapat dilaksanakan oleh Ketua
sebagai Ketua Tim Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
Pengawasan tersebut meliputi bidang Manajemen Peradilan,
Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan,
Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana serta Perencanaan, IT dan
Pelaporan. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai
koordinator hakim pengawas bidang telah melakukan
pengawasan dengan membagi pengawasan kepada Hakim
Pengawas Bidang. Meskipun pengawasan telah dilakukan oleh
Hakim Pengawas Bidang, Ketua juga senantiasa melakukan
pengawasan secara umum. Kegiatan Pengawasan pada
Pengadilan Agama Rantauprapat ini terdiri dari dua jenis
pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin /

Reguler. Pengawasan Melekat meliputi kegiatan yang bersifat
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pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif,
sedangkan Pengawasan Reguler dilakukan di Pengadilan Agama
Rantauprapat berupa pengawasan yang dilaksanakan Hakim
Pengawas Bidang 1 kali dalam satu bulan dan Pengawasan
oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama
Medan minimal satu kali dalam satu tahun. Selain Pengawasan
Melekat dan Pengawasan Reguler, terdapat juga Pengawasan
Eksternal. Pengawasan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti
pengaduan dari masyarakat, dan dilaksanakan secara insidentil.
c. Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Rantauprapat dalam  melaksanakan
tupoksinya,didukung  Teknologi  Informasi, karena tanpa
dukungan teknologi informasi pelaksanaan tugas di Pengadilan
Agama Rantauprapat yang jumlah pegawainya sangat jauh dari
cukup akan menghadapi kendala. Pelaksanaan tupoksi dengan
dukungan  Teknologi Informasi di Pengadilan Agama
Rantauprapat telah dilaksanakan sejak tahun 2009, yaitu dengan
menyediakan data transparansi pengadilan dalam bentuk situs
website. Selain itu dalam rangka percepatan proses kegiatan
administrasi perkara, Sejak Maret 2011 telah digunakan sistem
administrasi perkara yang diberi nama SIADPA Plus serta Aplikasi
laporan yang berbasis Web dengan maksud untuk memudahkan
penyampaian laporan perkara. Pada Tahun 2017 untu proses
administrasi perkara Pengadilan Agama Rantauprapat juga sudah
menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

( SIPP ). Dalam pelaksanaan pengelolaan tugas yang berbasis
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teknologi informasi, Pengadilan Agama Rantauprapat terus
menyempurnakan perangkat yang ada dan terus membuat
aplikasi penunjang pelaksanaan tugas seperti Aplikasi Laporan
Panggilan, Aplikasi Minutasi Perkara, Aplikasi Monitoring Laporan
Perkara, Aplikasi Menaksir Pnjar Biaya Perkara, Aplikasi Notifikasi
Perkara, Aplikasi Penyerahan Akta Cerai, Aplikasi Monitoring
Sidang Keliling dan Prodeo. Bagian kesekretariatan sebagai
penunjang jalannya tugas pokok dan fungsi peradilan juga telah
menggunakan Teknologi Informasi dengan menggunakan
Aplikasi yang berasal dari Kementerian Keuangan antara lain
Aplikasi SAS, Aplikasi GPP, APlikasi SIMAK BMN, APlikasi
Persediaan dan untuk manajemen sumber daya manusia,
Pengadilan Agama Rantauprapat menggunakan Aplikasi SIMPEG
dan SIKEP.
d. Penerapan Standard Operasional Prosedur ( SOP )

Standard Operaional Prosedur (SOP) adalah baku mutu agar
semua kegiatan dapat terukur, sehingga dalam bekerja di
Pengadilan Agama Rantauprapat yang sudah menerapkan
Sistem Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama semua
proses menggunakan standar pelayanan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat dinamis karena
setidaknya 1 kali dalam setahun harus dievaluasi agar SOP yang
berlaku sesuai dengan kegiatan pelayanan riil yang dilaksanakan
di Pengadilan Agama Rantauprapat, apabila hasil evaluasi ada
perbaikan dan perubahan maka SOP akan direviu atau direvisi

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Standar
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Operasional Prosedur  Pengadilan ~ Agama Rantauprapat

berjumlah 101 dengan rinciannya sebagai berikut :

NO NAMA SOP JUMLAH KET
1 | KEPANITERAAN 71
2 | KESEKRETARIATAN 30

Bidang Kepaniteraan memiliki 71 Standar Operasional Prosedur

terdiri dari :

© © N oo vk W N

=
= o

12.
13.
14.
15.
16.
17.

SOP layanan informasi

SOP layanan posbantuan hokum

SOP layanan sidang diluar gedung

SOP mekanisme atau prosedur penerimaan perkara

SOP pembayaran panjar biaya perkara

SOP penunjukan majelis hakim

SOP penugasan panitera pengganti

SOP penunjukan jurusita/jurusita pengganti

SOP penetapan hari sidang

SOP pemanggilan para pihak

SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke
pengadilan agama lain

SOP panggilan/pemberitahuan dari pengadilan agama lain
SOP kegiatan persiapan persidangan

SOP pelayanan mediasi

SOP pemanggilan mediasi

SOP layanan penundaan sidang

SOP layanan pemanggilan saksi
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

SOP pelayanan mohon bantaun pemeriksaan saksi ke
pengadilan agama lain

SOP pelayanan mohon bantuan pemeriksaan saksi dari
pengadilan agama lain

SOP pelayanan pemeriksaan setempat

SOP pelayanan mohon bantuan setempat dari pengadilan
agama lain

SOP pelayanan mohon bantuan pemeriksaan setempat ke
pengadilan agama lain

SOP pelayanan teguran panjar biaya perkara yang
menambah panjar

SOP pelayanan teguran panjar biaya perkara yang tidak
menambah panjar

SOP pelayanan sita jaminan

SOP pelayanan sita buntut

SOP pelayanan sita harta bersama tanpa perkara

SOP pelayanan pemberitahuan isi putusan

SOP pelayanan pengambilan sisa panjar

SOP pelayanan penyerahan salinan putusan pertama
kepada para pihak

SOP pelayanan pengembalian kutipan akta nikah

SOP pelayanan perkara yang berkekuatan hukum tetap

SOP pelayanan ikrar talak

SOP pelayanan penyerahan produk pengadilan

SOP pelayanan akta cerai

SOP pelayanan pengiriman salinan putusan kepada para

pihak
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37.

38.
39.
40.
41.

42.

43.

44,

45.
46.
47.

48.

49.
50.
51
52.
53.
54.

SOP pelayanan pengiriman salinan putusan yang sudah
berkekuatan hokum tetap ke KUA

SOP pelayanan permintaan salinan putusan/penetapan
SOP pelayanan akta cerai pada cerai gugat

SOP pelayanan akta cerai pada cerai talak

SOP pelayanan perkara ekonomi syariah memenuhi syarat
dengan pemeriksaan sederhana

SOP pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah
dengan acara sederhana tidak memenuhi syarat

SOP pelayanan kebertan dalam perkara upaya hokum
perkara sederhana dalam ekonomi syariah telah melewati
batas waktu

SOP pelayanan pengajuan kebertan dalam upaya hokum
perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi
batas waktu

SOP pelayanan banding

SOP pelayanan kasasi

SOP pelayanan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal
dengan alasan melebihi batas

SOP pelayanan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal
dengan alasan tidak mengajukan memori kasasi

SOP pelayanan peninjauan kembali

SOP pelayanan prodeo pada tingkat pertama

SOP pelayanan prodeo pada tingkat banding

SOP pelayanan prodeo pada tingkat kasasi

SOP pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat pertama

SOP pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat banding
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55.
56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.
70.
71.

SOP pelayanan pembebasan biaya perkara tingkat kasasi
SOP pelayanan permohonan eksekusi riil

SOP pelayanan permohonan eksekusi pembayaran
sejumlah uang

SOP pelayanan permohonan eksekusi selain putusan
pengadilan agama dengan lelang

SOP pelayanan mohon bantuan eksekusi ke pengadilan
agama lain

SOP pelayanan mohon bantuan eksekusi dari pengadilan
agama lain

SOP pelayanan permohonan konsinyasi

SOP pelayanan permohonan istbat rukyat hilal

SOP pengarsipan

SOP pelaporan

SOP pengaduan

SOP pelayanan permohonan perceraian dari PNS,TNI atau
POLRI

SOP pelayanan permohonan pendaftaran surat kuasa
khusus

SOP pelayanan permohonan isbat nikah volunteer

SOP pengelolaan ATK perkara

SOP pengelolaan panjar biaya perkara

SOP pelayanan pengelolaan sisa panjar

Bidang Kesekretariatan memiliki 30 Standar Operasional

Prosedur terdiri dari :

1.

SOP pelaksanaan orientasi dan sosialisasi penyampaian

tugas peran dan tanggung jawab
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2. SOP pengembangan pegawai
3. SOP izin belajar dan tugas belajar
4. SOP pengelolaan pegawai
5. SOP pengelolaan KARPEG, kartu TASPEN dan BPJS
6. SOP absensi dan pelaporan
7. SOP cuti
8. SOP kenaikan pangkat
0. SOP kenaikan gaji berkala
10. SOP pengelolaan perkawinan dan perceraian
11. SOP pension
12. SOP penilaian SKP
13. SOP pemberian penghargaan
14. SOP pelaporan harta penyelenggara Negara
15. SOP pengelolaan tata naskah dinas
16. SOP pengelolaan arsip
17. SOP penataan asset
18. SOP pengelolaan barang persediaan
19. SOP pemeliharaan lingkungan
20. SOP humas dan keprotokolan
21. SOP pemberian informasi
22. SOP pengelolaan perpustakaan
23. SOP pencairan anggaran
24, SOP pertanggung jawaban anggaran
25. SOP pelaporan PNBP
26. SOP penyusunan laporan keuangan
27. SOP perencanaan anggaran
28. SOP penyusunan SAKIP
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29. SOP penyusunan laporan tahunan

30. SOP pengelolaan Teknologi Informasi

Standard Operasional prosedur yang telah disusun, ditetapkan dan
diberlakukan di Pengadilan Agama Rantauprapat merupakan alur
proses pelaksanaan tugas- tugas Ketua, Wakil ketua, Hakim,
Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Panitera pengganti,
Jurusita Pengganti dan Fungsional Umum yang telah tersusun

secara sistematis dan dinamis.

B. REALISASI ANGGARAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi terdiri dari Belanja
Barang Non Operasional, Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan
Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan

rincian sebagai berikut :

1) Belanja Barang Non Operasional

Pagu : Rp. 36.000.000,-
Realiasasi : Rp. 35.927.250,-
Pagu DIPA Pagu DIPA Realisasi
No Akun Uraian Sisa dana %
Semula Revisi Rp
1 | 524111 | Belanja Perjalan Dinas Biasa 36,000,000 36,000,000 35,927,250 72750 | 99.80
JUMLAH 36,000,000 36,000,000 35027250 | 72750 | 99.80
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Pagu

Realiasasi

: Rp. 2.777.154.000,-
- Rp. 2.998.193.237 -

| PeguDIPA | PaguDIPA

1| 5111 | Belanja Gaji Pokok PNS 876,382,000 | 876,382,000 | 1,083,455300 | (207,073,300) | 124
2 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS 16,000 16,000 14,821 1179 93
3 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 85,069,000 85,069,000 97,986,390 |  (12,917,390) | 115
4 | 511122 | Belanja Tunj. Anak 27,590,000 27,590,000 31,198,400 (3,608400) | 113
> | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS 32,500,000 32,500,000 30,270,000 2,230,000 | 93
6 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 557 010000 | 1,297,010,000 | 1,349,840,000 |  (52:830,000) | 104
7| 511125 | Belanja Tunj. Pph PNS 190,469,000 | 190,469,000 | 170,363,706 20,105,294 | 89
8 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS 74,420,000 74,420,000 65,974,620 8445380 | 89
9 | 511129 | Belanja Tunj. Uang Makan 182,160,000 | 182,160,000 | 166,315,000 15,845,000 | 91
10| 511151 | Belanja Tunj. Umum PNS 11,538,000 11,538,000 2,775,000 8,763,000 | 24

JUMLAH 2,777,154,000 | 2,777,154,000 | 2,998,193,237 | (221,039,237) | 108

Pagu

Realiasasi

: Rp. 592.705.000,-
:Rp. 564.607.622,-

1| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran 201,694,000 | 198,094,000 | 191,854,900 | 6,239,100
5 521811 Belanja barang Persediaan Barang

Konsumsi 35,028,000 35,020,000 35,020,000 -
3 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas 1,925,000 1,933,000 1,926,687 6,313
4 521115 Belanja Honor Operasional Satuan

Kerja 42,840,000 42,840,000 40,240,000 2,600,000
5 521119 | Belanja Barang Opersional Lainnya 14,021,000 14,021,000 13,279,000 742,000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Rantauparat tahun 2017 Page 87

96.85

100.00

99.67

93.93

94.71




6 | 522111 | Belanja Langganan Listrik 72,000,000 | 48,000,000 | 37,019,553 | 10,980,447 | 77.12
7| 522112 | Belanja Langganan Telepon 12,000,000 | 18,000,000 | 13,076,873 | 4923127 | 7265
8 522113 Belanja Langganan Air 4,800,000 2,400,000 ) 2,400,000 )
9 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 102,420,000 102,420,000 102,385,500 34,500 99.97
10 523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan
bangunan Lainnya 35,045,000 35,045,000 34,947,000 98,000 99.72
1 523121 Belanja Pemeliharaan peralatn dan
Mesin 70,932,000 94,932,000 94,860,109 71,891 99.92
JUMLAH 592,705,000 592,705,000 564,609,622 28,095,378 | 95.26

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Mahkamah

Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran di

Lingkungan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan program dan

realisasi program tersebut terurai pada tabel dibawah ini :

Pagu

Realisasi

Rp 451.500.000, -
Rp 450.115.691, -

1 %I | Belania Modalperaaran dn Hesh 371,500,000 371,500,000 | 370,370,401 | 1,129,599 | 99.70
2 533121 Belanja Modal Penambahan Nilai

Gedung dan Bangunan - 75,000,000 74,788,000 212,000 | 99.72
3 536111 | Belanja Modal Penambah Lainnya 5,000,000 5000000 4557250 oo | sos
) 376,500,000 451,500,000 | 450,115,691 | 1,384,309 | 99.69

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, rincian pagu dan realisasi

terurai dalam tabel berikut ini :
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Pagu Rp 120.870.000, -

Realisasi Rp 116.278.000,-
NO | Akun Uraian Pagu DIPA Pagu DIPA Realisasi Sisa dana %
Semula Revisi Rp

Belanja Barang Non

1 521219 Operasional Lainnya 23,870,000 23,870,000 23,618,000 252,000 98.94

2 | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | ) 50000 | 21000000 | 21,000,000 . 100.00

3 | 522131 Belanja Jasa Konsultan

76,000,000 76,000,000 71,660,000 | 4,340,000 94.29

JUMLAH 120,870,000 120,870,000 | 116,278,000 4,592,000 96.20
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama
Rantauprapat ini merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan
Agama Rantauprapat Tahun 2017 dan sekaligus merupakan wujud
transparansi Pengadilan Agama Rantauprapat dalam pelaksanaan tugas.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun
demikian, setidaknya LKjIP ini dapat memberikan gambaran tentang
seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Rantauprapat
dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan
pencapaian sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2017, meskipun dalam
kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat
diwujudkan secara keseluruhan. Dari indikator-indikator sasaran yang
telah ditetapkan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan maksimal,
namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh
masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja output dan outcome
yang diharapkan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Hal ini
disebabkan, Pengadilan Agama Rantauprapat belum mampu secara
tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran
yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Selain
dari itu, terdapatnya aturan yang belum responsif dengan keadaan
layanan yang diinginkan masyarakat sebagai penggunan layanan.

Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan
pengukuran data kinerja sehingga LKjIP Tahun 2017 dapat memenuhi

kewajiban Kinerja dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam
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mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama
Rantauprapat;
B. SARAN-SARAN
Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)

Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2017 ini ada beberapa hal yang

menjadi rekomendasi atau saran untuk dapat mempertahankan dan

mencapai target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yaitu:

1. Tetap mempertahankan komitmen bersama antara pimpinan dan
pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menerapkan Sistem
Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) sebagai instrument
control yang objektif dan transparan  dalam  merencanakan,
menetapkan dan mengukur kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama Rantauprapat;

2. Ditahun-tahun yang akan datang, agar dipersiapkan pengumpulan
dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang
diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan
masyarakat.

3. Analisis Kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Rantauprapat ini diharapkan
dapat menjadi sumber informasi dalam usaha meningkatkan kualitas

kinerja dan pelayanan Pengadilan Agama Rantauprapat.

Ra\ntauprapat, 29 Desember 2017
Ketla,

rs. H. Bakti Ritonga, SH, MH
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PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
NOMOR : W2-A4/ 11§9 [OT.01.2/Xii/2017

TENTANG

TiIM PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlIP)

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

TAHUN 2017

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Nomor :
1004A/SEK/OT.01.02/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Lapora
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017;

a.

Bahwa dalam rangka mempercepat proses dan keakuratan serta
penyelesaian tugas-tugas yang menyangkut pembuatan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LK]iP) Pengadilan Agama Rantauprapat
Tahun 2017, maka dipandang periu membentuk tim Pembuatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) untuk Tahun 2017;

Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat
keputusan ini dipandang mampu ditunjuk sebagai tim Pembuatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) untuk Tahun 2017;

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B tentang tim
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) untuk Tahun 2017.
Menunjuk mereka yang namanya terlampir dalam Surat Keputusan ini
sebagai tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP)
Tahun 2017 dengan outline data pendukung seperti:

1

o g @ o

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2017 berupa
sofcopy (Pdf) dan hardcopy.

Dokumen Penjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.

Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2018 dan 2019. 3

Reviu Indikator Kinerja Utama (bila ada reviu)

Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (bila ada Reviu)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2017 dimaksud



Kedua

Ketiga

Keempat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2017 dimaksud
paling iambat selesai pada tanggal 05 Februari 2018 dan melaporkan
dokumen-dokumen tersebut dikirmkan ke Pengadilan Tinggi Agama
Medan;

Tim Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|iP) tahun 2017;
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Rantauprapat
/Padatanggal : ¥ Desember 2017
Ketua,

rs. H. Bakti Ritonga, S.H, M.H

Nip.19680315 199303 1 003



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B
NOMOR : W2-A4/ (1§59 /OT.01.2/X1/2016

TENTANG

TIM PEMBUATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Narasumber

Ketua
Sekretaris

Anggota

Editor

TAHUN 2017

1. Niva Resna, S.Ag

2. Weri Siswato BAD, S.H.1
3. M. Arif Sani, S.H.I

4. Asran, S.Ag

: Sahlan Hasibuan, S.H
: Muhammad Badri Suadi, S.H

Dra. Fatimah, S.H
Ali Imron, S.H
Chairati Anwar
Kiman

Enny Julianti, S.H
Rika Rukmana, S.H.I
Kartika Sari, A.Md

NSO A ON =

: 1. Al Hafis Dirgantara, A.Md
2. Yoga Sugama, SE
3. Nurul Mawaddah, A.Md

/" Rantauprapat, 19 Desember 2017
") Ketua, |

Z/
Drs. H. Bakti Ritonga, S.H, MH
Nip.19680315 199303 1 003




